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Jumlah Tuna Susila adalah banyaknya orang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama●

atau lawan jenisnya secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan
tujuan mendapatkan imbalan uang materi atau jasa.
Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan●

jenisnya secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan
mendapatkan imbalan uang materi atau jasa.
Tuna Susila adalah orang yang mengadakan hubungan seksual tanpa didasari dengan perkawinan●

yang sah dengan mengharapkan imbalan/upah sebagai balas jasa dan mengganggu ketertiban
umum.
Tuna Susila disebut juga dengan istilah lonte atau pelacur.●

RUJUKAN

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Lembaga●

Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan●

Keindahan

RUMUS
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WALI DATA
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday
UKURAN

Jiwa

UNIT
0
KEGUNAAN

Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk menghitung banyaknya tuna susila yang terdapat pada suatu
wilayah.

INTERPRETASI

Banyaknya tuna susila di suatu wilayah menunjukkan tingginya penduduk yang menjadi penyandang
masalah kesejahteraan sosial diwilayah tersebut.

KETERANGAN

- Kriteria Tuna Susila, yaitu:
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Seorang laki-laki/perempuan yang berusia 18 – 59 tahun.1.
Menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran (bordil), dan tempat2.
terselubung (warung remang-remang, hotel, mall dan diskotek).

- Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena
suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya
tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat
memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

- Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan,
ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau
menguntungkan.
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